BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO

NOMOR BOTAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggung
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun  Anggaran 2016, perlu ditetapkan
Peraturan  Bupati Gorontalo tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor



74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
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Menetapkan :
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Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2006 Nomor 4 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2017 Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran 2016 (Berita  Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 37);

25, Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016terdiridari:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 125.271.076.533,68
b. Dana Perimbangan Rp. 909.418.387.567,00
c¢. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 213.096.819.014,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.247.786.283.114,68
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
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1) Belanja Pegawai Rp. 559.716.731.734,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 7.189.000.000,00
5) Belanja BantuanSosial Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.654.922.000,00
7) Belanja BantuanKeuangan Rp. 185.789.142.532,00
8) Belanja Tak Terduga Rp. 999.605.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 755.349.401.266,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 47.910.253.481,09
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 242.127.957.884,36
3) Belanja Modal Rp. 192.888.815.088,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 482.927.026.453,45

Total Jumlah Belanja Rp. 1.238.276.427.719.45
Surplus / (Defisit) Rp. 9.509.855.395,23

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 105.195.897.819,66
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 103.195.897.819,66

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun (2016) Rp. 112.705.753.214,89

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran

laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

ini.

Pasal 6
Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah.

Ditetapkan di Limboto

NELSON POMA "

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS D KABUPATEN GORONTALO,

DIJAH U. TAYEB

BERITADAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

MUH. JAHMAT 1. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Limboto

Diundangkan di Limboto
pada tanggal A Agug-{;us 2617
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

NIP. 19700805 199903 1 006



